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Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan A$rstus tahun Dua Ribu Due Puluh Due,
bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibarvah ini .

I. Nama
Jabatan
Alamat

IL Nama
Jabatan
Alamat

: Muhamad Nasrup, S,H
: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatefl Pasuruan
: Jalan Untung Suropati No.23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut sebagai Pihek Pertama

EM. Sobri Sutroyono
Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Bangil, Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Bangil- Pandaan trLM 5 Baujeng Kec.Beji
Daiam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Nahdlatul lJlama
Bangil, yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Pera Pihalc

Pesal I
DASAREUKUM

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tenlang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor I 6 Tahun 201 7 tentang Organisasi Kemasyarakataa;

Pasal 2
KEDTiDUKAN

a. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

b. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga sebuah organisasi kemasyarakata4 di bidang agama
di wilayah Kabupaten Pasuruan Jarva Timuq

c. Bahwa Para Pitak saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang
saling menguntungkan;
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Pasal 3
TUJUAN

a Sebagai landasan bersama bagi para pihak untuk meraksanakan pengembangan
Pengawasan Panisipatif Pemilu dan pemilihan melalui Agama:

b. untuk mewujudkan Pemilu yang adil, berintegritas dan bersih dengan menunbuhkan
kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4
RUAJ{GLINGKUP

a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik Para Pihek untuk mendukung

Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui Agama;
c. Pengembangan konten dan diseminasi informasi untuk mendukung Pengawasan Padsipatif

Pemilu dan Pemilihan melalui Agama;
d. Koordinasi berkaitan dengan politisasi SARA ( Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan)

dalam Pemilu dan Panilihan;
e. Pembentulian Kader Pengawas Partisipatif;
I. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
g. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihalq
h. Para pihak dapat menunjuk pihak terkait dilinglugan masing-masing pihak, untuk

melaksanakan kerjasama ini sesuai t*gas dan fungsinya;

Pasal 5
PEI,AKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Psra Pihalq dituangkan dalam suatu Perjanjian
Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh Parn Pihak

Pesal 6
PEMBLAYAAN

a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur
kemudian sesuai dangan peraturan yang berlaku;

b. Hasil dari pelaksanaari kegiatan, dievaluasi bersama pra pihak secara bertalg

Pasal 7
JANGKAWAKTU

a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka *aklu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani dan &pat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakalan Para Pihak;

b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana

dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak waiib memberitahukan secara tertulis kepada pihok
lairnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumn,,a;

c. Perjaqiian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan pam pihak;
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Pasal I
PENYELESAIAN PE,RSE I-ISIEAN

Apabila timbul penelisihan diantara Para Pihah yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau
penafsiran Perjanjian Kedasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat,

Pasal 9
PENt)TTIP

a. Hal-hal yang belum diatur dalam PeqianjianKerjasamaini akan diaturkemudian berdasarkan
kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adderulun)
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pefanjian Keqiasama ini;

b. Perjanj ian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masiag. masing bermaterai
cukup serta mempunyai kekualan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para
Pihekdan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertarns,
Badan Pengawas Pemilihen fimum

Kabupaten Pasuruan
Ketua,

Pihak Kedua,
Cabang Nebdlatul Ulama

I Kabupaten Pasurutn
Ketua,
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